[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR
4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelarasan pembangunan daerah
dengan kebijakan nasional, serta penyesuaian dan
penyelarasan dengan organisasi perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu
mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kabupaten
Belitung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-
2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

9. Peraturan...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4887);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/SJ
Tahun 2016 dan Nomor 0430/M. PPN/12/2016 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah...
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Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 - 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 14, angka 15, angka

20,

angka 21 dan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Belitung.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan
Sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh
semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut
prakarsa daerah dalam kerangka NKRI.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran

dari...
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dari Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM
Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana
Kerja suatu Perangkat Daerah.

Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan

rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah
secara langsung Kabupaten Belitung periode 2013-2018.

(2) RPJMD...
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(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi:
a. OPD dalam menyusun Renstra-OPD; dan
b. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun RKPD

dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

(1) OPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan
dalam Renstra-OPD.

(2) OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra OPD
dengan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.

(3) OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di
Kabupaten Belitung, berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun
2013-2018, dengan sebaik-baiknya.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
OPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala
Bappeda dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2013-2018 dan
Renja OPD.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui  Bappeda = melakukan
pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencanaan strategis OPD.

6. Ketentuan Lampiran diubah.

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BELITUNG

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.12/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR
4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam dokumen
perencanaan daerah sudah terintegrasi antara rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing daerah yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan
daerah dan nasional.

RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur penilaian kinerja kepala daerah
disetiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan, sesuai
dengan ketentuan umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD juga berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu dokumen perencanaan kabupaten juga harus
terintegrasi dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional.

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan diawali dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang berimplikasi pada perubahan urusan dan kewenangan
kabupaten yang diatur pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terpilihnya Presiden dan
Wakil Presiden 2014-2019 berimplikasi pada berubahnya arah kebijakan
nasional lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 yang

ditetapkan...
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ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ
Tahun 2016 yang menginstruksikan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi,
Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk

segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 44
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